BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 42, TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN BELANJA TiDAK TERDUGA UNTUK PENDANAAN KEADAAN

Menimbang .

Mengingat

o 1.

DARURAT BENCANA LETUSAN GUNUNG MERAPI

DI KABUPATEN MAGELANG. -
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

bahwa dalam rangka penanganan Bencana Letusan Gunung
Merapi telah dianggarkan Cana Belanja Tidak Terduga dalam
Anggaran Pendapatarn dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010;

bahwa sampai dengan saat ini aktivitas Gunung Merapi masih
dalam status awas dan dana yang tersedia sebagaimana
dimaksud huruf a sudah tidak mencukupi;

bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (4) Permendagri Nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan
dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang
capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran berjalan can/atau memanfaatkan uang kas yang
tersedia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Anggaran Belania Tidak terduga Untuk Pendanaan
Keadaan Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi Di Kabupaten
Magelang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1899 tentang Penvelenggaraan
Negara yang Bersih dan PRebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambatan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 3851):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286):
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10.

.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tanun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembararn Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2004 Ncmor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

_Perencanaan Fembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negzra Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Ncmor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah  Nomor 21 Tahun 1882 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang dari
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Magelang ke Kecamatan
Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang
(Lembaran Negara Republix indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Repubplik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Ban‘uan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43)
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nemor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelarig Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelotaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah
Kabupater Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

18: Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2010 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 8 );

20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang  Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 3)

21, Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pandapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Berita
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN BELANJA TIDAK
TERDUGA UNTUK PENDANAAN KEADAAN DARURAT BENCANA
LETUSAN GUNUNG MERAPI DI KABUPATEN MAGELANG.

Fasal 1

(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk oendanaan keadaan darurat bencana
Letusan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang Tahun 2010 sebesar
Rp.1.267.500.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu
rupiah).

(2) Anggaran Bel.anja Tidak Terduga sebagsimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber dari uang kas yang tersedia dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

Pengeluaran Belanja Tak.Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaporkan
dalam Laporan 4Reahsas; Anggaran Tahun 2010 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang“ Laporan

Fertanggungjawaban Pelaksanaan An . | i
ggaran Pendapatan d:
Kabupaten Magelang Tahun 2010. P an Belanja Daerah



Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 18 Novembg, 2010

BUPAT! MAGELANG, ’
X2ttt  —

Diundangkan di Kota Mungkid SINGGIH SANYOTO
pada tanggal |6 Nowmber 2olo

SEKRETARIS DAERAH HABUPATEN MAGELANG

/1

UETOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAKUN 2010 NOMOR £%%
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